vii

Daftar Isi

Halaman
KATA PENGANTAR .......c.covoresvsrsrsnsssssssssssssssmssssssssssssssos "
03V 7V, S R vi

. PENGAJUAN JUDICIAL REVIEW SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN NOMOR PAS-
HM.01.02-42 TANGGAL 31 OKTOBER 2011
OLEH: PROF. DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H. .....................
A. Asas-asas Hukum yang dilanggar dengan diterbit-

kannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait
dengan Moratorium Remisi .......cccccvvueerenienrenicnnees
1. Asas Non Retroaktif ........ccccceeveevenvunnvinnienciennnn.
2. Asas Legalitas .....cccccevvviieiiirennisee e
3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ........
4. Hak Asasi Manusia ........ccccoveeeeieicnnninicniiciennns
B. Konsep Dasar Pemikiran Prof.Dr.0.C. Kaligis, S.H.,
M.H., Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang
Hukum . Acara Pidana Terkait dengan Konsep
Equality Before The Law ............c.ccoveevneeereveiunsverinenens
C. Permohonan Hak Uji Materiil atas Surat Edaran
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-
HM.01.02-42 tanggal 31-Oktober 2011 .....................

1. Pendahuluan .........ccevieirnnrneenrnccnnnenennnennes
2. Kepentingan dan Kedudukan Hukum (Legal
Standing) Para Pemohon .........cccccccevveveieennnnne.
3. Kewenangan Hak Uji Materiil (Judicial Review)
Mahkamah Agung .........cocvivnninnniiciceinnnnan
4. Permasalahan Hukum dalam Surat Edaran
Tanggal 31 Oktober 2011 ........ccccevvviiriienieeenee

5. Permohonan .......ooviviviiiiiiiiemierriieeeeeeererennes

0 H BN

15

19

19

21

22

24
33



viii

ASPEK-ASPEK HUKUM MORATORIUM

PENDAPAT PARA SARJANA HUKUM MENGENAI
MORATORIUM DAN DITERBITKANNYA KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NO. M.HH-24.PK.01.05.04 TAHUN 2011 .....

A.

Analisis Yuridis Moratorium Remisi dan Peng-
hapusan Pembebasan Bersyarat Pada Terpidana
Oleh: Dea Tungga Esti, S.H., M.M. ....coceovivieeraenannn.
Analisis Hukum Tentang Moratorium Remisi.

Oleh: Hanna Marissa, S.H., M. Commerce. ................
Analisis Hukum Mengenai Moratorium Remisi dan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. M.HH-24.PK.01.05.04 Tahun
2011.

Oleh: Cinta Trisulo, S.H. ....cccoovviiiiiicieccee e
Kebijakan Moratorium Remisi dan Pembebasan
Bersyarat .

Oleh: Timothy J. Inkiriwang, S.H. .......c.oceoecverrvennenne..
Tinjauan Terhadap Pembentukan dan Pemberlakuan
Surat Edaran Dirjen Permasyarakatan No. PAS-
HM.01.02-42 Tanggal 31 Oktober 2011

Oleh: M. Yusuf Ramli, S.H. ..c.coovvveriiiciiiriieeeeeeeenn,
Tinjauan atas Moratorium Remisi Koruptor.

Oleh M. Farizi Agamsyah, S.H. .......cccooevvvvvvrerinne.
Pendapat dan Analisis mengenai Kebijakan Mora-
torium Remisi.

Oleh Jerremiah William Kaligis, S.H. ........cccccovvuennnnane.
Analisis Yuridis Keberlakuan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-24.
PK.01.05.04 Tahun 2011 Tentang Pencabutan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. PAS-149 PK.01.05.06 Tahun
2011 Tentang Pembebasan Bersyarat yang Belum
Dilaksanakan oleh Sulistyowati, S.H. ..........c.couvennrnnee.

35

- 36

45

52

68

70

84

90

101

Daftar Isi

.

PENDAPAT PENULIS DAN KAWAN-KAWAN MENGENAI
KEJAHATAN JABATAN ...ttt

DENGAR PENDAPAT PROF. DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.
KE DPR MENGENAI MORATORIUM ..........ccciiieiiiinn,

A.

Surat No. 1911/0CK.X1/2011, tertanggal 2 Novem-
ber 2011, dari Prof. Dr. O.C. Kaligis yang ditujukan
kepada Dr. Amir Syamsudin, S.H.,, M.H., Menteri
Hukum dan HAM RI, perihal: Mohon Pelaksanaan
Pembebasan Bersyarat .........cccccvniiniiiniiiniinniinniiennnen.
Balasan atas Surat No. 1911/0CK.XI/2011, tanggal 2
November 2011, dari Prof. Dr. O.C Kaligis yang
ditujukan kepada Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H,,
Menteri Hukum dan HAM, Perihal: Mohon Pelak-
sanaan Pembebasan Bersyarat. ........cccccoovviiiiniinnn.
Surat No. 1987/0CK.XI/2011, tertanggal 10 Novem-
ber 2011, dari Prof. Dr. O.C. Kaligis yang ditujukan
kepada Ketua Komisi il DPR RI, perihal: Mohon
Perlindungan Hukum Atas Nama Terpidana Paskah
Suzeta dan Ahmad Hafiz Zawawi. .......ccccovvviiiennnnnee
Surat No. 2016/0CK.XI/2011, tertangga! 15 Novem-
ber 2011, dari Prof.Dr.0.C. Kaligis yang ditujukan
kepada Pimpinan dan Wakil Rakyat Komisi Iil DPR RI,
perihal: Permohonan Pembatalan Kebijakan
Moratorium Remisi. ......cccorrvviviiiiiiiiiiiniinninnneenns
Surat No. 189/0CK.I/2012 dari Prof.Dr. O.C. Kaligis
ditujukan kepada Pimpinan dan Wakil Rakyat Komisi
i1l DPR RI, perihal: Moratorium Remisi. ........ccccceueunen.
Press Release Pembebasan Bersyarat Atas Nama
Terpidana Paskah Suzetta, Ahmad Zawawi, Bobby
SURArdIMaN. ....oieeeeere e
Pemberitaan Koran Mengenai Kelanjutan Dengar
Pendapat Mengenai Moratorium antara DPR dan
Pemerintah/Menkum dan HAM Rl ....cccooviniiiinnnnn.

V. KESIMPULAN .......occoviiiiiiiiiiiiieccciine e
DAFTAR PUSTAKA .......ccoiiiiiiiiiiiiin it

VL.

114

132

132

135

136

139

144

146

149
156

162



ASPEK-ASPEK HUKUM MORATORIUM

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.

10.

Pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,, M.H.
mengenai Moratorium di Kompas.com, tanggal 1
November 2011 “Moratorium Remisi Koruptor Harus
Dipermanenkan” .........ccccovveriiiniceiininnee e
Keputusan Dirjen Hukum dan Ham No. M.HH-24.
PK.01.05.04 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Keputusan
Menteri Hukum dan HAM Rl: PAS-149.PK.01.05.06
Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang Belum
Dilaksanakan ........ccccceeeiieiiiiie e
Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor
PAS-HM.01.02-42 tanggal 31 Oktober 2011.............ccccueee
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.........cccccoerr e
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun
1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan.........ccccceeevevcennininiennnnen.
Ketentuan Hukum Internasional dari Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB) yakni Standard Minimum Rules fcr
the Treatment for the Prisoners tertanggal 30 Agustus

Basic Principles for the Treatment of Prisoners,
tertanggal 14 Desember 1990...........ccccovvceeavvccniicrinnnnnne.
Body of Principles for the Protection of All Persons under
Any Form of Detention or Imprisonment ..........c.cc..coovin.
Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan
Republik Indonesia Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999
Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 TENTANG Remisi ......

Komentar atas adanya Putusan No. 217/G/2011/PTUN-

164

165

167

168

182

188

205

206

216

220



